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BI'PATI UUSI RAWAS,

bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan APBD
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013, perlu disusun dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2Ol3;

bahwa Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban
daerah, rencana kerja yang temkur dan pendErnaannya baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan
Perahrran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 Tentang Tahapan,
Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2Ol3 perlu diahrr dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b, dan huruf c, maka Rencana Keda Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2Ol3 perlu
ditetapkan dengan Peratrrran Bupati Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenhrkan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Iembaran
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor l82ll;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2OA3 Nomor 47, Tanbahan Lembaran
Negara RI Nomor a286l.;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor a355h

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun
2OO4 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara R[ Nomor 4a.2\;
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran negara RI
Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
asaal;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Irmbaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
lembaran Negara RI Nomor aa38l;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2OO5 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a5781;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran
Negara RI Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor a737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
48171;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59
Tahun 2OOT tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
RI Nomor 13 Tahun 2006;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 20 10
Tentang, Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2OO8 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2OlO
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2OOS - 2025, (kmbaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2OlO Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 20ll
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2010-2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
20ll Nomor 13).
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas;

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran / pengguna barang;

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1). Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten adalah
dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2013.

(2). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan
untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan ya.ng
dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjadi tolok
ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

SISTEMATIKA NASKAH RKPD

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2Ol3 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

b. BAB II EVALUASI HASIL
DAN CAPAIAN
PEMERINTAH

c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

DAERAH DAN

PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
KINERJA PEI{YELENGGARAAN

s+



d. BAB

C. BAB

f. BAB

IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAEARAH

VI PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum dalam Naskah Rencana
Kerja PembangUnan Daerah Kabupaten Musi Rawas merupakan
lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 ,\^al , 2Ol2

BUPATI MUSI RAWAS,

Diundangkan di Lubuklinggau
pada t".rgg"l lt 'n i ZOLZ

SEKRETARIS DAERAH
MUSI RAWAS
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RAIDUSYAHRI,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OL2 NOMOR 8'


